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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT ASLI, Umur 34 Tahun, Tempat dan Tanggal Lahir di Sungai
Durian 09 Juni 1986 Jenis Kelamin Perempuan Agama Islam
Pekerjaan Petani Pendidikan Tamat SD Kewarganegaraan
Indonesia Berkedudukan Parit Sentosa RT O000/RW 000
Kelurahan Kotabaru Reteh Kecamatan Keritang Kabupaten
Indragiri Hilir. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Melawan

TERGUGAT ASLI, Umur 34 Tahun, Tempat dan Tanggal Lahir di Kampung
Baru 27 Maret 1986 Kelamin Laki-Laki Agama Islam Pekerjaan
Petani Pendidikan Pendidikan Terakhir SD Kewarganegaraan
Indonesia, Berkedudukan di Parit H. Hasan RT 006 RW 006 Desa
Kampung Baru Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir.
Selanjutnya disebut TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 November 2020
telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 0877/Pdt.G/2020/PA.Tbh,
tanggal 17 November 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:
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1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba’da Dukhul)
yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada Hari
Jum’at Tanggal 15 Juli 2011, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi
Riau. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :439/61/VII/2011
ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut pada tanggal
19 Juli 2011;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat Setelah Menikah tinggal bersama
rumah orang Tua Penggugat di Parit Sentosa RT 000/RW 000 Kelurahan
Kotabaru Reteh Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi
Riau. Dan selama pernikahan sudah di karuniai 1 anak yang masih di
asuh oleh Penggugat bernama:

¢ ANAK 1, Jenis Kelamin laki-laki Lahir di Kotabaru 06 Juni 2013
3. Bahwa pada awalnya hubungan pernikahan Penggugat dan
Tergugat masih rukun dan Harmonis akan tetapi sejak bulan Januari 2015
hubungan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah berjalan tidak
Rukun dan Harmonis lagi dikarenakan sering terjadi Perselisihan dan
Pertengkaran yang penyebabnya adalah:

- Tergugat tidak peduli Kepada Pemohon dan Anak Pemohon

- Tergugat selingkuh Dengan Wanita Lain

- Tergugat sudah menikah lagi
4, Bahwa Pada 2016 Tergugat pergi mencari nafkah dan tergugat
berkata “saya mau cari kerja untuk nafkah anak dan istri di sungai
ola dikampungkan tak ada kerja” Penggugat mengizinkan dan berkata
“iya tak apalah” keesokan hari nya tergugat pergi mencari kerja di sungai
ola dan selama setahun berkomunikasi dengan baik setelah itu Tergugat
menelpon Penggugat berkata “Saya sudah menikah lagi” Penggugat
berkata “ kalau sudah menikah tinggalkan kami karena saya tidak
mau dimadu” tergugat berkata “ ya udah buat aja Permohonan
Gugatan Cerai Kita” dan semenjak itu tidak ada nafkah lahir batin lagi
dan sudah berpisah selama kurang lebih 4 tahun.

Hal. 2 dari 16 Hal. Put. No. 0877/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah kejadian tersebut keadaan rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat tidak jalan harmonis lagi dan sudah berpisah
sampai Gugatan ini diajukan kepengadilan Agama Tembilahan, dan
Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya layaknya suami istri yang
baik dalam rumah tangga;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang
lebih 4 tahun lamanya, dan Tergugat beserta keluarganya tidak ada
upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat, dan Penggugat merasa tidak mungkin untuk bersatu kembali
lagi. maka Penggugat juga merasa tidak mungkin lagi mewujudkan rumah
tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah bersama Tergugat, oleh
karenanya Penggugat bermohon kepada majelis Hakim perkara ini untuk
mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;
7. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha untuk menasehati
Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dikarenakan keinginan
yang kuat dari Penggugat untuk bercerai;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul
akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua
Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan
mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya
(PETITUM) sebagai beriku:

PRIMAIR :
1. Menerima dan mengabulkan Gugatan cerai Penggugat dan hak
asuh anak Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat TERGUGAT
ASLI kepada Penggugat PENGGUGAT ASLI dengan segala akibat
hukumnya.

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan
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putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang
menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai
wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, Tergugat
telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan

dan juga tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan yang sah;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat
dan Tergugat dan telah dibenarkan oleh Penggugat sebagaimana tertera dalam
gugatan Penggugat;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak
bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya
untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat-surat
1.Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 439/61/VI1/2011, tertanggal 15 Juli

2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau telah

bermeterai cukup dan di-nazzegelen serta telah dicocokkan dengan

aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P dan
diparaf;
B. Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada
pokoknya sebagai berikut:
1. SAKSI 1, umur 38 tahun;
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- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah Adik Ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang
menikah pada 15 Juli 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang
anak yang bernama ANAK 1 lahir tanggal 06 Juni 2013, sekarang
dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di
orang Tua Penggugat di Parit Sentosa RT 000/RW 000 Kelurahan
Kotabaru Reteh Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir
Provinsi Riau sampai dengan berpisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat
Rukun dan Harmonis tetapi sejak bulan JANUARI TAHUN 2015
rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran
dan perselisihan yang terjadi terus menerus karena Tergugat
berselingkuh dan menikah dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat menikah lagi karena pernah
bersama satu tempat kerja dan Tergugat bercerita tentang
pernikahannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal
kurang lebih sejak Tahun 2016 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk
bersabar, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 42 tahun,;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah Abang Ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang
menikah pada 15 Juli 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang
anak yang bernama ANAK 1 lahir tanggal 06 Juni 2013, sekarang
dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di
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orang Tua Penggugat di Parit Sentosa RT 000/RW 000 Kelurahan
Kotabaru Reteh Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir
Provinsi Riau sampai dengan berpisabh;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat
Rukun dan Harmonis tetapi sejak bulan JANUARI TAHUN 2015
rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran
dan perselisihan yang terjadi terus menerus karena Tergugat
berselingkuh dan menikah dengan wanita lain;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat menikah lagi dari cerita
keluarga dan carita Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal
kurang lebih sejak Tahun 2016 sampai sekarang;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk
bersabar, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain serta
menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan menyatakan tetap dengan dalil
gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon diputuskan;

Bahwa tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat datang menghadap ke
persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan
tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang
sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di
persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak
ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu

alasan yang sah;
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Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan
tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut
harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim telah menasehati
Penggugat di setiap persidangan untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan
tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Pasal
154 R.Bg jo Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang
menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Gugat yang
diajukan oleh istri (in-casu Penggugat) yang beralamat tempat tinggal masih di
wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, sesuai dengan ketentuaan
Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan
perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan
Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus
dan menyelesaiakan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, Penggugat
dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka majelis hakim berpendapat
Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan
gugat cerai dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam
mengajukan perkara ini (Persona Standi In Judicio);

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat tersebut, adalah
karena antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus dengan penyebab Tergugat berselingkuh dan menikah dengan wanita
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lain dan bahkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
sejak bulan Tahun 2016 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap di muka
sidang, maka gugurlah haknya di muka sidang, ketentuan tersebut sesuai
dengan hadits Rasulullah SAW sebagai berikut:

e oS ] el 9 alws ol all Lo alll Jotes JB 2 JB pasdl o2

' 4 %5 Y Al 548 o ALS Gualiuadl oI5

Artinya: “Dari Hasan berkata: Bahwa Rasulullah Saw telah bersabda: “Siapa
yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap di muka sidang,
sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia
termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg,
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim
membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P serta dua orang saksi bernama
SAKSI 1 dan SAKSI 2, yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di
bawabh ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P merupakan fotokopi dari sebuah akta
otentik berupa Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup (nazegelen)
dan sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur
formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2
ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal
2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga patut diterima
dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P1 tersebut, pada pokoknya memuat
data yang relevan dengan posita angka 1 mengenai hubungan Penggugat
dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah. Sehingga patut dinyatakan
terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang

menikah pada tanggal 15 Juli 2011 dan sampai saat ini belum pernah putus
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karena percerain, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang

berkepentingan hukum dalam perkara ini (legitima persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa,
berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah
terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam
Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 mengetahui
pertengakaran dan perselisihan yang terjadi yang di sebabkan oleh Tergugat
telah menikah dengan wanita lain, juga mengetahui telah berpisahnya
Penggugat dan Tergugat, lalu Majelis memandang kesaksian Saksi 1 dan
Saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309
R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di
atas, di mana kedua orang saksi tersebut mengetahui terjadinya perselisihan
dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan telah terjadi pisah
tempat sejak Tahun 2016 dan sampai sekarang Tergugat tidak kumpul serumah
serta tidak ada komunikasi, maka majelis hakim berpendapat bahwa hal
tersebut telah menunjukkan bukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran
antara Penggugat dan Tergugat. Dan majelis hakim berpendapat pula bahwa
perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat
dapatlah dikualifisir sebagai bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus karena tidak mungkin Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri,
dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan
kembali dan akibatnya telah terjadi pisah rumah sejak Tahun 2016 dan selama
perpisah, tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan keduanya
sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di
persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi tersebut adalah
abang ipar Penggugat, bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan
Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana
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ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak
Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga
dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg., kesaksian
kedua orang saksi Penggugat tersebut di mana mereka menerangkan apa yang
mereka dengar, mereka lihat dan diketahuinya sendiri secara langsung serta
dari cerita Penggugat dan kesaksian satu sama lain saling bersesuaian
dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, dan dengan
demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang
mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari 1 (satu) alat bukti surat, yaitu P kesaksian dua
orang saksi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat telah dapat ditarik
kesimpulan bahwa telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah
pada tanggal 15 Juli 2011;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak
yang bernama ANAK 1, sekarang dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat Rukun dan
Harmonis tetapi sejak bulan Januari tahun 2015 rumah tangga Penggugat
dan Tergugat berselingkuh dan menikah dengan wanita lain;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang
lebih sejak Tahun 2016 sampai sekarang;

5. Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat,

namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan kesempatan
kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-buktinya, akan tetapi Tergugat tidak
mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta Saksi 1 dan Saksi 2
Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah
pada tanggal 15 Juli 2011 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri
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Hilir, Provinsi Riau;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak
yang bernama ANAK 1, sekarang dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat Rukun dan
Harmonis tetapi sejak bulan Januari tahun 2015 rumah tangga Penggugat
dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus
menerus karena Tergugat berselingkuh dan menikah dengan wanita lain;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang
lebih sejak Tahun 2016 sampai sekarang;

5. Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat,
namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sabh;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (broken
home);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi
dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Penggugat
dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian
Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara
ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke
Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam adalah sebuah perjanjian
suci yang sangat kokoh (mitsaqon gholidzo) dengan tujuan untuk membentuk
keluarga yang bahagia secara kekal dan sebisa mungkin hanya dipisahkan
dengan kematian, oleh karena itu Islam menetapkan bahwa perceraian itu

adalah suatu kebolehan yang tercela;
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Menimbang, bahwa tujuan ideal dari suatu perkawinan seperti
diuraikan di atas tidak selalu dapat terwujud menjadi kenyataan dalam
kehidupan dan suami isteri itu senantiasa dapat menjaga batasan-batasan
hukum Allah dengan menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing
secara baik;

Menimbang, bahwa apabila batasan-batasan dan pelaksanaan hak
dan kewajiban tersebut tidak dapat dijaga lagi oleh suami isteri, maka disitulah
perceraian dibolehkan walaupun tetap merupakan sesuatu yang tercela;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka (2) tersebut menunjukkan
antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
dan telah mengakibatkan pisah rumah sampai sekarang, antara Penggugat dan
Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan
dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling
membutuhkan, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk
mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah,
mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21:

Le3) DR 5 Al 62 SO G0 Sl il 5
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Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu
merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia
menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada
yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang
berfikir.”;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat yang seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk
membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan
sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kaidah fighiyah

yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:
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Artinya: “Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih
manfaat.”;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka (3) pihak keluarga telah
berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam
rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selain itu Majelis Hakim setiap kali
persidangan telah berusaha menasehati agar Penggugat merenungkan kembali
bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi
Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh
Allah, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal
ini majelis berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit
untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, bukti berupa
surat — surat dan saksi yang di ajukan bisa diterima kebenaran formil dan
materil nya, Majelis Hakim memandang juga perlu untuk mengetengahkan
dalil / hujjah Syariah yang dikutip dari Kitab Fighus Sunnah juz Il halaman 290,
yang berbunyi:

3l Loo s13,Y1 0S5 2ol Bl ol ag )l ainn mioladl s lagss cas I3L6
aisl aslb leall lagin oYl o8 iolill sxeg Laglliol oy b el plos ano

Artinya: “Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh
Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan,
sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu
ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai
suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka
hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain.”

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di
atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur-unsur alasan perceraian
berdasarkan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9
tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah
terpenuhi dan oleh karenanya patut dinyakatan Penggugat telah cukup alasan

untuk melakukan perceraian;
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Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik
suatu kesimpulan bahwa alasan perceraian Penggugat memenuhi unsur-unsur
terjadinya perceraian serta tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal
19 huruf huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo
Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi
Hukum Islam, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat
tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis
hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan
Penggugat dan karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat,
maka majelis hakim sependapat untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra
Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk
menghadap dipersidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT ASLI)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI);

4, Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya
perkara sejumlah Rp.786.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam ribu
rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Tembilahan pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 Masehi.
bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah., oleh kami AMRY
SAPUTRA, S.H. sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.
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dan AHMAD KHATIB, S.H.l. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu
juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota
tersebut, dibantu M. THAIF, S.H.l sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

AMRY SAPUTRA, S.H.
Hakim Anggota I, Hakim Anggota ll,

MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy. AHMAD KHATIB, S.H.l.
Panitera Pengganti,

M. THAIF, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses 'Rp 50.000,00
- Panggilan 'Rp 670.000,00
- PNBP :Rp 20.000,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 6.000,00
Jumlah :Rp 786.000,00
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(tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah)
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